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ABSTRAK 

Dalam peradaban hukum modern, pengadilan memegang peran krusial sebagai 

pengawal keadilan. Melalui putusannya, pengadilan menciptakan landasan bagi 

stabilitas sosial, menegakkan aturan hukum, dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. 

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan ketika menghadapi kasus-

kasus yang beririsan antara ranah pidana dan perdata, seperti kasus penipuan dan 

wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada analisis disparitas putusan antara Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam kasus nomor 1087/Pid.B/2018/PN 

Jkt Utr, yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penilaian terhadap 

ranah hukum yang seharusnya diterapkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik dengan studi putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung. Pendekatan yuridis empiris 

bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum di lapangan terkait kasus yang diteliti, 

dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hukum 

diterapkan dalam kenyataan. Penelitian ini juga menggunakan teori kesengajaan 

sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan putusan dan 

implikasinya terhadap kepastian hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan tersebut disebabkan 

oleh perbedaan interpretasi hukum dan perbedaan fakta hukum yang digunakan oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung.  Perbedaan ini berimplikasi 

pada terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan, yang menjadi unsur kunci dalam 

membedakan wanprestasi (perdata) dan penipuan (pidana). Disparitas putusan ini 

menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang 

beririsan antara ranah perdata dan pidana, yang dapat berdampak pada keadilan dan 

kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. 

Kata Kunci: Disparitas, Wanprestasi, Penipuan, Kesengajaan  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

In modern legal civilization, courts play a crucial role as guardians of justice. 

Through their decisions, courts create a foundation for social stability, uphold the rule 

of law, and realize the principles of justice. However, in practice, there are significant 

challenges when facing cases that intersect between the criminal and civil domains, 

such as fraud and default cases. This research focuses on analyzing the disparity of 

decisions between the North Jakarta District Court and the Supreme Court in case 

number 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, which shows a fundamental difference in the 

assessment of the legal domain that should be applied. 

This research uses an empirical juridical approach by studying the decisions of 

the North Jakarta District Court and the Supreme Court. The empirical juridical 

approach aims to examine the application of law in the field related to the case under 

study, by analyzing court decisions to see how the law is applied in reality. This 

research also uses the theory of intent as an analytical knife to identify the causes of 

differences in decisions and their implications for legal certainty. 

The results showed that the disparity in decisions was caused by differences in 

legal interpretation and differences in legal facts used by the North Jakarta District 

Court and the Supreme Court.  This difference has implications for whether or not the 

element of intent is fulfilled, which is a key element in distinguishing default (civil) 

and fraud (criminal). This disparity in decisions shows the existence of legal 

uncertainty in the handling of cases that intersect between the civil and criminal 

domains, which can have an impact on justice and legal certainty for the litigants. 

Keywords: Disparity, Default, Fraud, Intention  
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MOTTO 

 

“Life is about respecting the will of other and believing in your own.”  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam peradaban hukum modern, pengadilan memegang peran krusial sebagai 

pengawal keadilan yang tak terbantahkan. Melalui putusan-putusannya, pengadilan 

menciptakan landasan bagi stabilitas sosial, menegakkan aturan hukum, dan 

mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Namun, di balik kedigdayaan institusi 

pengadilan, terdapat kerumitan yang tak terelakkan dalam penegakan hukum, terutama 

ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang beririsan antara ranah pidana dan perdata. 

Penipuan dan wanprestasi merupakan perkara yang sering “bersenggolan” di 

pengadilan. Penipuan sebagai tindakan memperdaya atau menyesatkan dengan tujuan 

merugikan pihak lain secara finansial atau materiil,1 dan wanprestasi, yang terjadi 

ketika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban kontraknya.2 Dalam 

praktiknya antara tindak penipuan atau wanprestasi memiliki persamaan karakteristik 

yang membuat keduanya sulit dibedakan. Hal ini dapat menghadapkan pengadilan pada 

sebuah dilema ketika menentukan apakah sebuah kasus harus ditangani dalam ranah 

pidana atau perdata. 

                                            
 

1 Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan 

Kontraktual, cet. ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 

2 Ibid, hlm 81–82. 
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Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan penegakan hukum 

yang efektif. Mengapa terjadi perbedaan amar putusan dalam menentukan ranah 

hukum antara kasus penipuan dan wanprestasi? Bagaimana ketidakpastian dalam 

penegakan hukum terkait dengan perbedaan ini mempengaruhi keadilan dan kepastian 

hukum secara keseluruhan? Pertanyaan yang sama Penyusun temui dalam Putusan PN 

Jakarta Utara nomor 1087/Pid.B/2018/PN dan Putusan MA Nomor 15 K/Pid/2020. 

Ringkasnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan No. 

1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr memutuskan bahwa perbuatan T.W.  terbukti namun 

bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan 

hukum. Namun, atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung. Dalam putusan No. 15K/Pid/2020, Mahkamah Agung justru 

menyatakan T.W.  terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan 

menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Perbedaan putusan ini menunjukkan 

adanya kesulitan dalam membedakan antara wanprestasi (ranah perdata) dan penipuan 

(ranah pidana) dalam kasus-kasus yang beririsan antara hukum perdata dan pidana. 

Dapat dilihat terdapat kontradiksi antara putusan MA dengan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai apakah hal tersebut merupakan tindak 

pidana atau merupakan permasalahan di ranah hukum perdata. 

Menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh M. Irsan Aried, bahwa 

“memang diakui kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang 

apakah suatu Tindakan yang dilakukan seseorang, termasuk dalam ruang lingkup 
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tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam 

peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. 

Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan, sering kreditur 

mengadukan debitur telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak 

melaksanakan pembayaran utang yang telah dijanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, 

memang seolah-olah keingkaran membayar utang yang dijanjikan, bisa dikonstruksi 

sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidk kurang cermat, bisa tergelincir 

untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan 

sebagainya.3  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat Penyusun simpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung 

dalam menentukan ranah perkara di makatas. Maka oleh sebab itu, Penyusun tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut pertimbangan dalam perkara tersebut, dengan itu Penyusun 

mengambil judul penelitian sebagai berikut. “Analisis unsur kesengajaan dalam 

disparitas putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam perkara Nomor 

1087/pid.b/2018/pn jkt utr.” 

B. Rumusan Masalah 

                                            
 

3 M. Irsan Arief, Nuanasa Perdata dalam Perkara Pidana, cet. ke 1 (Jakarta: Mekar Cipta 

Lestari, 2024) hlm. 5-7. 
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1. Bagaimana konstruksi hukum unsur sengajaan dalam pertimbangan dan 

putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung dalam 

perkara nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr? 

2. Mengapa terjadi disparitas antara putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara dan Mahkamah Agung atas unsur kesengajaan dalam perkara nomor 

1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan penerapan hukum dalam putusan perkara nomor 

1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr ditinjau dari teori kesengajaan. 

b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas dalam penetapan ranah 

hukum antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung atas 

unsur kesengajaan dalam Perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis, secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada 

bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, 

terutama dalam hal interpretasi perkara wanprestasi dan penipuan. 
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b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dalam menginterpretasikan dan mengidentifikasi perkara 

wanprestasi dan penipuan. 

c. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian Penyusun adalah 

berikut; 

Pertama skripsi karya Inna Setyaningrum, yang berjudul “Mekanisme 

Penyelidikan Polres Bantul Dalam Membedakan Antara Wanprestasi Dan Penipuan 

Serta Penggelapan”.4 Skripsi ini fokus pada mekanisme penyelidikan yang dilakukan 

Polres Bantul dalam membedakan kasus wanprestasi, penipuan dan penggelapan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan objek penelitian Polres 

Bantul. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah 

Penelitian ini berfokus pada tahap penyelidikan oleh kepolisian dalam membedakan 

kasus wanprestasi, penipuan dan penggelapan, dengan pendekatan empiris di lapangan. 

                                            
 

4 Inna Setyaningrum, “Mekanisme Penyelidikan Polres Bantul dalam Membedakan antara 

Wanprestasi dan Penipuan Serta Penggelapan,” Instituional Repository Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (2014). 



6 

 

 

 

 

Sementara penelitian Penyusun berfokus pada tahap putusan pengadilan, khususnya 

menganalisis perbedaan pertimbangan hakim antara pengadilan tingkat pertama dan 

kasasi dalam menentukan ranah hukum suatu perkara, dengan pendekatan normatif 

terhadap putusan pengadilan. 

Kedua, Jurnal karya Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi dkk, yang berjudul 

“Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”.5 

Jurnal ini berfokus pada karakteristik yang membedakan wanprestasi dan penipuan 

dalam konteks perjanjian, serta penerapannya dalam praktik pengadilan. Jurnal ini 

menggunakan pendekatan teoritis dan analisis putusan pengadilan untuk mengkaji 

perbedaan kedua konsep hukum tersebut. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah adalah 

teori yang digunakan. Jurnal ini menggunakan teori tentang kesepakatan dan teori 

tentang perbuatan pidana, sedangkan Penyusun menggunakan Teori penemuan hukum 

dan teori kesengajaan. 

Ketiga, Jurnal karya I Ketut Gde Juliawan Saputra dan A.A Sri Utari, yang 

berjudul “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang 

                                            
 

5 Sugirhot Marbun Mahmud Mulyadi, Suhaidi, dan Mahmul Siregar, “Perbedaan Antara 

Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian,” USU Law Journal, Vol 3, (2015), hlm. 

126 –137. 
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Piutang”.6 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara wanprestasi 

dan penipuan dalam konteks perjanjian hutang piutang. Menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas definisi dan unsur-unsur 

wanprestasi serta penipuan berdasarkan KUHPerdata dan KUHP. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah 

penelitian ini perbedaan konseptual antara wanprestasi dan penipuan secara umum 

dalam konteks perjanjian hutang piutang, sedangkan penelitian Penyusun lebih spesifik 

menganalisis perbedaan putusan pengadilan dalam menentukan ranah hukum (pidana 

atau perdata) untuk kasus-kasus yang beririsan. Penelitian pertama menggunakan 

pendekatan teoritis-normatif, sementara penelitian kedua menggunakan pendekatan 

kasus dengan menganalisis putusan pengadilan tertentu. 

Keempat, Jurnal karya Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, yang 

berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (studi kasus 

putusan no. 44/PID/2018/PT.DPS)”.7   Jurnal ini membahas putusan Pengadilan Tinggi 

Bali No. 44/PID/2018/PT.DPS yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan penipuan. Jurnal ini 

membahas perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, serta pertimbangan hakim 

                                            
 

6 I Ketut Gde Juliawan Saputra dan A.A Sri Utari, “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan 

dalam Perjanjian Hutang Piutang,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 3, (September 

2015). 
7 Sheanny Scolastika dan I Nyoman Darmadha, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan 

Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/PID/2018/PT.DPS),” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 

Vol 7, No. 4, (2019). 
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dalam memutus perkara tersebut sebagai wanprestasi bukan penipuan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penyusun adalah fokus 

dan ruang lingkup penelitiannya. Jurnal berfokus pada satu putusan pengadilan tinggi 

yang membatalkan putusan pengadilan negeri, sedangkan penelitian Penyusun 

membandingkan putusan pengadilan negeri dengan putusan Mahkamah Agung. Jurnal 

menggunakan pendekatan kasus, sementara proposal menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Selain itu, Penelitian Penyusun juga menggunakan teori kesengajaan sebagai 

pisau analisis, yang tidak dibahas secara spesifik dalam jurnal tersebut. 

Sebagaimana telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian Penyusun 

memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan 

utama terletak pada fokus analisis, pendekatan metodologis, dan kerangka teoritis yang 

digunakan. Penelitian ini secara khusus menganalisis perbedaan pertimbangan hakim 

antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi dalam menentukan ranah hukum suatu 

perkara, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan 

pengadilan. Selain itu, penelitian ini menerapkan teori kekuasaan kehakiman dan teori 

kesengajaan sebagai pisau analisis, yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif 

baru dan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas penentuan ranah 

hukum dalam kasus-kasus yang berada di perbatasan antara hukum perdata dan pidana. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kesengajaan 

Kesengajaan, atau dalam bahasa Latin disebut dolus, adalah konsep dalam hukum 

pidana yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan 

pengetahuan. Menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan berarti seseorang 

yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) 

perbuatannya dan mengetahui (wetens) akibat dari perbuatannya tersebut.8 

Teori kesengajaan dalam hukum pidana adalah konsep yang menjelaskan 

keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Teori kesengajaan 

merupakan konsep yang menjelaskan tingkatan kesengajaan yang dimiliki oleh 

terdakwa dalam melakukan suatu kejahatan. Demikian, teori kesengajaan 

memiliki peran krusial dalam menentukan penjatuhan hukuman yang tepat. 

Pengertian kesengajaan ini dikenal dalam 2 (dua) teori: 

a. Teori Kesengajaan (Wilstheorie) 

Menurut Von Hippel dalam bukunya "Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit" 

(1903), kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu 

tindakan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. 

                                            
 

8 Fepi Patriani, “Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana,” Firma Hukum Konsiparasi 

Keadilan, https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463, diakses 

Juli 30, 2024. 
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Akibat yang dimaksud adalah akibat yang menjadi tujuan dari tindakan 

tersebut.9  

Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa unsur kesengajaan tidak 

hanya terpenuhi ketika pelaku menghendaki tindakannya, tetapi juga ketika 

pelaku menghendaki akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. 

b. Teori Membayangkan/Pengetahuan (Voorstellingtheorie) 

Dalam bukunya Festchrift Gieszen (1907), Frank mengemukakan teori bahwa 

manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat secara langsung. 

Menurutnya, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau 

membayangkan (voorstellen) kemungkinan terjadinya suatu akibat. 

Oleh karena itu, Sudarto berpendapat bahwa "sengaja" terjadi apabila 

suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai tujuan 

dari tindakan itu. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan seseorang 

didasarkan pada bayangan atau imajinasi tentang akibat yang akan terjadi, 

bukan pada kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut.10 

                                            
 

9 Marsudi Utoyo et al., “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” Lex 

Librum, No. 7, (2020): hlm. 75–85. 

10 Edo Bintang Joshua, “Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.JKT.PST,” Jurnal Hukum Adigama, Vol 4, 

No. 2, (2021), hlm. 3942. 
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2. Teori Penemuan Hukum 

Penemuan hukum, atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai rechtsvinding, 

merupakan kegiatan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum 

lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit 

dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.11 

Penemuan hukum merupakan proses penting dalam sistem hukum yang 

melibatkan upaya untuk menemukan dan membentuk hukum yang tepat dalam 

situasi yang tidak diatur atau tidak jelas oleh undang-undang.12 Proses ini sering 

dilakukan oleh hakim dan penegak hukum lainnya ketika mereka menghadapi 

peristiwa hukum konkret yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh peraturan yang 

ada. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah konkretisasi 

atau individualisasi peraturan hukum atau das sollen, yang bersifat umum dengan 

mengingat peristiwa konkrit atau das sein.13 

Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum berbeda dari penerapan 

hukum, karena penemuan hukum melibatkan penemuan elemen baru. Penemuan 

                                            
 

11 "Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding)," https://hukum.untan.ac.id/penemuan-

hukum-oleh-hakim-rechtvinding/ Akses 7 November 2024. 

12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cet. ke 1, (Yogyakarta: Maha 

Karya Pustaka, 2020), hlm. 31. 

13 Ibid, hlm. 86. 
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hukum dapat dilakukan melalui metode seperti penafsiran, analogi, atau 

penghalusan hukum. Jika seorang hakim hanya memutuskan suatu perkara 

berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ada, maka hakim tersebut hanya 

berfungsi sebagai robot. Namun, karena hakim bukanlah robot, mereka memiliki 

kemampuan untuk menciptakan peraturan baru.14 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah penelitian empirik. yang 

mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada putusan pengadilan. Dalam hal ini 

Penyusun mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan 

Mahkamah Agung, yang memiliki perbedaan pendapat dalam menentukaran ranah 

suatu perkara. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu, 

merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas 

                                            
 

14 Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum 

(Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan," Jurnal MMH, No. 3 (2011), hlm. 388. 
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berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi objek peneliti itu sendiri.15 

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku 

yang dapat diamati.16 Maka dari itu, penelitian deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini adalah memaparkan fakta apa adanya menggunakan cara yang 

sistematis dan akurat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris Penelitian hukum mengenai 

penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara nyata (in action) 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.17 

4. Sumber Data Penelitian 

                                            
 

 15 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai 

Permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema Keadilan, (2020), Vol. 7, Edisi 1, hlm. 27. 

16 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Yogyakarta, Sukses Offset, 

2010), hlm. 175. 

17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 134. 
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Sumber data penelitian yang Penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data 

secara tidak langsung melalui perantara, baik individu maupun dokumen.18 

Sumber Data yang digunakan meliputi: 

a. Bahan hukum primer yaitu putusan terkait perkara wanprestasi dan 

penipuan, yakni: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1087/Pid.B/2018/PN 

Jkt Utr 

2) Putusan MA Nomor 15 K/Pid/2020 

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan laporan hasil 

penelitian sebelumnya, serta berbagai rujukan yang dapat menunjang bahan 

hukum primer. 

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Mirriam Wesbter Dictionary, Black Law Dictinary. 

G. Sistematika Pembahasan 

                                            
 

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 15-18. 
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Sistematika pembahasan terdiri atas uraian tiap-tiap bab. Agar penelitian ini berjalan 

secara terstruktur dan sistematis, diperlukan adanya penjabaran terhadap susunan yang 

akan dilakukan Penyusun sebagai berikut. 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan bab yang akan membahas teori dan objek dalam 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan yaitu: sub pembahasan pertama 

mengenai teori kekuasaan kehakiman dan teori kesengajaan, sub pembahasan kedua 

mengenai penipuan beserta aturannya dan wanprestasi beserta aturannya. 

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang 

akan diteliti. Yaitu mengenai penjabaran kasus, pihak-pihak terkait, pertimbangan dan 

putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang 

beririsan dengan sengketa keperdataan. 

Bab keempat, terdiri atas analisis Penyusun terhadap permasalahan yang 

diangkat, yaitu tentang pertimbangan dalam perbedaan putusan tentang ranah dari 

perkara menggunakan teori yang sudah disiapkan yaitu teori kesengajaan dan 

penemuan hukum. 

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pokok 

permasalahan dan dilengkapi dengan saran atas permasalahan yang diangkat. 
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 BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa karena disparitas ranah hukum perkara dari putusan, yaitu Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara beranggapan perkara ini merupakan ranah perdata 

sedangkan Mahkamah Agung memutuskan bahwa kasus ini merupakan ranah 

pidana, maka asas tiada pidana tanpa kesalahan berlaku pada perkara ini. 

Dengan demikian, unsur subjektif kesengajaan yang wajib dipenuhi dalam 

sebuah perkara penipuan dapat berfungsi sebagai faktor yang menentukan 

perkara ini sebagai kasus wanprestasi atau penipuan. 

Namun setelah mengkaji perkara ini, Penyusun menyimpulkan bahwa 

perbedaan fakta hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

dan Mahkamah Agung menyebabkan perbedaan terpenuhnya unsur 

kesengajaan menurut pertimbangan Hakim. Salah satunya adalah fakta hukum 

bahwa terdakwa dianggap telah melakukan pembayaran atas yang ditetapkan 

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun sebaliknya pada pertimbangan 

Mahkamah Agung, terdakwa dianggap tidak melakukan pembayaran 

sedikitpun. 
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Dengan demikian implikasi antara melakukan atau tidak melakukan 

pembayaran dalam fakta hukum perkara ini, menjadi faktor krusial dalam 

pertimbangan hakim antara itikad baik Terdakwa dalam usahanya untuk 

memenuhi prestasinya atau kesengajaan Terdakwa untuk menghindari 

kewajiban prestasinya.  

2. Bahwa sebagai bentuk otonomi dari asas kekuasaan hakim, seorang Hakim 

dapat menggunakan diskresinya dalam menginterpretasi hukum serta 

pertimbangan putusan. Terlebih, Mahkamah Agung juga bertugas sebagai 

Judex Juris yang berwenang untuk menentukan dan memeriksa penetapan 

hukum dalam pertimbangan hukum putusan. 

Pada perkara Perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, perbedaan 

ranah hukum yang ditetapkan oleh putusan berasal dari perbedaan interpetasi 

hukum dan perbedaan fakta hukum yang digunakan. Dimana Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara menggunakan Interpretasi Gramatikal dan Sistematis, 

sedangkan Mahkamah Agung menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis 

dan sistematis. 

Namun, berdasarkan kajian Penyusun, faktor terbesar disparitas putusan 

adalah perbedaan fakta hukum yang digunakan. Karena implikasi dari fakta 

hukum ini dapat mempengaruhi interpretasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

dan Mahkamah Agung dalam terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan yang 

menjadi unsur yang membedakan wanprestasi pada ranah perdata dan penipuan 

pada ranah pidana. 
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B. Saran 

Berpedoman kepada hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan, Penyusun ingin 

mengajukan saran sebagai berikut: 

Kajian mengenai disparitas putusan hakim memiliki signifikansi penting 

dalam mengungkapkan eksistensi diskresi yudisial. Melalui diskresi tersebut, hakim 

tidak hanya terikat pada penerapan norma hukum secara rigid, melainkan memiliki 

ruang gerak untuk menghasilkan putusan yang beragam dan inovatif demi mencapai 

keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai 

disparitas putusan hakim menjadi krusial, mengingat keadilan dan kemanfaatan 

hukum merupakan dua asas fundamental dalam sistem hukum yang harus diwujudkan 

selain kepastian hukum.
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